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LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
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KANWIL DJKN JAWA TIMUR 

TAHUN 2025 

 

A. Gambaran Umum 
 

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik 

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. 

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung 

jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi di Badan Publik. 

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 

Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur 

Hukum dan Hubungan Masyarakat. 

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang 

mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat 

dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Jawa Timur sebagai PPID Tingkat II 

memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh 

pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat 

www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website Kanwil DJKN Jawa Timur 

dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim. 

Dengan terbitnya PMK Nomor 129/PMK.01/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK 

Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID 

Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi 

PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan 

http://www.djkn.kemenkeu.go.id/
http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim
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Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat 

PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID 

2. Sarana dan Prasarana 

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat 

memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN 

Jawa Timur secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kanwil DJKN Jawa 

Timur dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut: 

a. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang secara 

langsung maupun melalui surat. 

b. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) Kementerian Keuangan. 

c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi Kanwil DJKN Jawa Timur yaitu (031) 

5615395. 

d. Pesan teks melalui Whatsapp resmi Kanwil DJKN Jawa Timur pada nomor 

08113450991. 

e. Serta melalui media sosial diantaranya : 

• Instagram  : @kanwildjkn_jatim 

• Facebook  : Kanwil DJKN Jawa Timur 

• Twitter  : @kanwildjkn_jatim 

• YouTube  : Kanwil DJKN Jawa Timur 

3. Sumber Daya Manusia 

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Jawa Timur dengan salah satu 

tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan Unit in 

Charge PPID Tingkat II. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Jawa 

Timur terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yang diantaranya Kepala Bidang Kepatuhan Internal, 

Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi 

Informasi ditunjuk menjadi Person in Charge PPID Tingkat II. 

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik 

Selama tahun 2025, Kanwil DJKN Jawa Timur tidak menerima permintaan informasi publik. 

Namun, berdasarkan hasil monitoring serta laporan PPID Tingkat III yang disampaikan kepada 

kami, tercatat bahwa terdapat 7 (tujuh) permintaan informasi publik pada KPKNL Surabaya, 7 

(tujuh) permintaan informasi publik pada KPKNL Sidoarjo, 2 (dua) permintaan informasi publik 

pada KPKNL Malang, 1 (satu) permintaan informasi publik pada KPKNL Jember, dan 1 (satu) 

permintaan informasi publik pada KPKNL Pamekasan. Adapun rincian pelayanan permintaan 

informasi publik tersebut ialah: 

 

Rincian Pelayanan Informasi Publik 

1 Jumlah Permintaan Informasi Publik 18 (delapan belas) 

2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 

Permintaan Informasi Publik 

Rata-rata waktu penyelesaian 
selama 2,7 hari kerja 

3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang 

dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 

10 (Sepuluh) 
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4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak 
beserta alasannya 

5 (lima) 

5 Kedudukan hukum Pemohon Jawa Timur 

6 Jalur Permintaan Informasi Publik Surat  

Rincian Penyelesaian Keberatan 
 

1 Jumlah keberatan yang diterima Nihil 

2 Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan 
pelaksanaannya 

Nihil 

 

 
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

 

1 Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik ke Komisi Informasi 

Nihil 

2 Hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi 
Komisi lnformasi dan pelaksanaannya; 

Nihil 

3 Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan 
tata usaha negara 

Nihil 

4 Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan 
pelaksanaannya; 

Nihil 

 

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik 

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun 

internal pada Kanwil DJKN Jawa Timur. 

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas  

Layanan Publik 

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup Kanwil 

DJKN Jawa Timur, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan 

kualitas layanan di lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur meliputi: 

a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui 

pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor 

Pusat DJKN; 

b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan 

digital; 

c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan 

dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan; 

d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan 

yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi 

rutin.



 
RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II KANWIL DJKN JAWA TIMUR 

TAHUN 2025 
 

No 
Nama 
Kantor 

Nomor 
Register 

Tanggal 
Permin 

taan 
Infor 
masi 

Publik 
Diterima 

Nama Pemohon Permintaan 
Informasi Publik 

Jenis 
Pemohon 

Pokok Permintaan 
Informasi Publik 

Kedudukan 
hukum 

pemohon 

Jalur 
Permohona
n Informasi 

Publik 

Nomor 
Pemberitah
uan Tertulis 

Tanggal 
Pemberitah
uan Tertulis 

Tidak 
Diproses 
Karena 
Tidak 

Melengkapi 
Persyaratan 

Pemberitahuan Tertulis Dasar Penolakan (jika 
Waktu 

Penyelesaian 
Pemberitahua
n Tertulis (hari 

kerja) 

Nomor dan 
Tanggal 

Undangan 
Sidang 

Sengketa di 
Komisi 

Informasi 

Isi 
Sengketa 
Informasi 
di Komisi 
Informasi 

Nomor 
dan 

Tanggal 
Putusan 
Sengketa 
di Komisi 
Informasi 

Hasil 
Putusan 
Sengketa 
di Komisi 
Informasi 

Nomor dan 
Tanggal 

Undangan 
Sidang 

Sengketa di 
PTUN 

Isi 
Sengketa 
Informasi 

PTUN 

Nomor dan 
Tanggal 
Putusan 
Sengketa 

Informasi di 
PTUN 

Hasil Putusan 
Sengketa 

Informasi di 
PTUN 

Keterangan 

Permintaan 
Informasi 

Publik 
diberikan 

seluruhnya 

Permintaan 
Informasi 

Publik 
diberikan 
sebagian 

Permintaan 
Informasi 
Publik 
ditolak 

Termasuk 
Dalam 
Informasi 
Dikecuali 
kan 

Informasi 
tidak 
dikuasai 

1 
Kanwil 
DJKN  
Jawa Timur 

N I H I L 

2 KPKNL 
Surabaya 

REG-01 
/PPID.KN.10.01 

/2025 

13 Jan 
2025 

Muhammad Arief Rahman Perorangan Informasi terkait persyaratan lelang   Surat/WA S-615/ 
KNL.1001/2025 

16 Jan 2025       V V   3          

REG-02 
/PPID.KN.10.01 

/2025 

22 Jan 
2025 

Isya Julianto Badan Hukum 
Indonesia 

Informasi terkait risalah lelang   Surat/WA S-1426/ 
KNL.1001/2025 

6 Feb 2025 V           4          

REG-03 

/PPID.KN.10.01 
/2025 

25 Jan 

2025 

Sugeng Ferianto Perorangan Salinan Risalah Lelang   Surat/WA S-1425/ 

KNL.1001/2025 

6 Feb 2025       V V   5          

REG-04 
/PPID.KN.10.01 

/2025 

4 Feb  
2025 

B. Satria Wicaksono Badan Hukum 
Indonesia 

Salinan risalah lelang dan atau pemenang lelang   Surat/WA S-1535/ 
KNL.1001/2005 

10 Feb 2025       V V   3          

REG-05 
/PPID.KN.10.01 

/2025 

21 Feb 
2025 

Rachmad Tanumiharja Perorangan Informasi harga lelang, pemenang lelang, dan risalah lelang atas tanah berikut bangunan di Jl. Raya Cerme Metatu 
no. 99, Dsn. Kandangan Kec. Cerme, Gresik 

  Surat/WA S-1989/ 
KNL.1001/2025 

24 Feb 2025     V     1          

REG-06 
/PPID.KN.10.01 

/2025 

12 Nov 
2025 

Emil Ma’Ruf Wahyudi, S.H. dan Jamal Abdul 
Nasir, S.H. 

Badan Hukum 
Indonesia 

Informasi berupa harga lelang yang laku terjual, data diri, dan alamat pemenang   Surat/WA S-9108/ 
KNL.1001/2025 

20 Nov 2025 V           6          

REG-07 
/PPID.KN.10.01 

/2025 

25 Nov 
2025 

Kantor Hukum Emil dan Rekan Badan Hukum 
Indonesia 

Informasi berupa harga lelang yang laku terjual, data diri, dan alamat pemenang   Surat/WA S-9183/ 
KNL.1001/2025 

25 Nov 2025     V     1          

3 KPKNL 
Sidoarjo 

REG-01/ 
PPID.KN.10.02 

/2025 

17 Februari 
2025 

Agoes Soeseno, S.H., M.M. dan Thisma Artara 
Suzenna Putra, S.H., M.H., Para Advokat pada 
Kantor Advokat “Agoes Soeseno, S.H., M.M. & 
Rekan” 

Kelompok 
orang 

Permintaan penjelasan tertulis dan fotokopi Berita Acara/ Risalah Lelang Hak Tanggungan melalui Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana surat dari Kantor 
Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Surabaya Tanjung Perak pada tanggal 12 Pebruari 2025, dengan 
Hak Tanggungan Nomor 09922/2017 berdasarkan APHT Nomor 743/2017 tanggal 09/08/2017, yang dibuat di 
hadapan Ariana Yanuatrizanti, S.H. selaku PPAT di Sidoarjo, obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 atas nama 1. 
Hajjah Abidah, Sidoarjo 05 September 1968, 2. Linda Andaliyatus Syarifah, Sidoarjo 02 September 1976, 3. 
Musyafaul Multazam, Sidoarjo 12 Juni 1982, NIB 12.10.18.1300904, luas 338 m2, yang terletak di RT.002 RW.003 
Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. 

 Surat S-1214/ 
KNL.1002/2025 

21/02/2025   V    3          

REG-02/ 
PPID.KN.10.02/

2025 

27 Februari 
2025 

Agoes Soeseno, S.H., M.M. dan Thisma Artara 
Suzenna Putra, S.H., M.H., Para Advokat pada 
Kantor Advokat “Agoes Soeseno, S.H., M.M. & 
Rekan” 

Kelompok 
orang 

Permintaan Ke-2 (dua) penjelasan tertulis dan fotokopi kutipan, salinan grosse, dan minuta risalah lelang beserta 
surat-surat dan dokumen yang dikeluarkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta 
risalah lelang, kecuali 1. Informasi dan/atau dokumentasi yang telah dipublikasikan, antara lain meliputi namun 
tidak terbatas pada “Nama Pembeli Lelang, Harga Lelang dan Pengumuman Lelang”, 2. Status Lelang yang telah 

selesai dilaksanakan, terhadap Lelang Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Sidoarjo pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana surat dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk., Surabaya Tanjung Perak pada tanggal 12 Pebruari 2025. 

 Surat S-1359/ 
KNL.1002/2025 

27/02/2025   V    1          

REG-03/ 
PPID.KN.10.02/

2025 

3 Juni 2025 Moh. Hosen (Komite Anti Korupsi Indonesia 
DPW Provinsi Jawa Timur) 

Kelompok 
orang 

Ingin mengetahui nama pemenang lelang atas 2 bidang tanah dengan total luas 720 m2 berikut bangunan di 
Kabupaten Sidoarjo tertanggal 28 Mei 2025, Penjual PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang 
Surabaya Diponegoro dengan nilai limit Rp2.100.000.000 dan uang jaminan Rp420.000.000. 

 Surat S-2843/ 
KNL.1002/2025 

04/06/2025   V    1          

REG-04/ 
PPID.KN.10.02/

2025 

13 Juni 
2025 

Advent Dio Randya, S.H., dkk., Para Advokat 
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 
“Yuliana & Rekan”, dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama PT. Aluvindo Extrusion 
(Pemohon Informasi), beralamat di Jalan 
Legundi No.31, Kota Surabaya 

Kelompok 
orang 

Permintaan informasi publik berupa Resi Pengiriman atas surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang atas 
Grosse Risalah Lelang Nomor 120/10.02/2025-01 tanggal 25 Maret 2025 

 Surat S-2928/ 
KNL.1002/2025 

19/06/2025  V     4          

REG-05/ 
PPID.KN.10.02/

2025 

26 Agustus 
2025 

Hadi Waluyo, S.H., M.M. dkk., Para Advokat 
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 
“Hadi Waluyo, S.H, M.M. & Rekan”, dalam hal 
ini bertindak untuk dan atas nama Yuliatin 
(Pemohon Informasi) selaku ahli waris alm. 
Karsadi, beralamat di Jalan Perumtas 3 Blok F4 

Kelompok 
orang 

Informasi identitas Pemenang Lelang, sebagaimana surat KPKNL Sidoarjo Nomor S-2275/ KNL.1002/2025  Surat S-3981/ 
KNL.1002/2025 

01/09/2025   V    4          

REG-06/ 
PPID.KN.10.02/

2025 

27 Oktober 
2025 

Viko Rahmat Putra, S.H., dkk., Para Advokat 
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 
“Viko Rahmat Putra & Partner”, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama M. Sugiharto 
(Pemohon Informasi), beralamat di Griya 
Candra Mas FB-47 RT.010 RW.011, Kel./Desa 
Pepe, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 
2025 

Kelompok 
orang 

Informasi mengenai ada atau tidaknya pelaksaaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek dengan data 
berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3858 atas nama Muhammad Sugiharto, berlokasi di Desa Pepe, 
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Apabila pernah dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek 
tersebut, maka diminta keterangan mengenai: 
a. Dasar hukum pelaksanaan lelang (permohonan dari kreditur, pengadilan, atau instansi lainnya); 
b. Tanggal pelaksanaan lelang; 
c. Nomor Risalah Lelang; 
d. Nama pihak penjual dan pemenang lelang; 
e. Nomor dan tanggal pengumuman lelang (beserta media publikasi yang digunakan). 

Apabila belum pernah dilaksanakan lelang, diminta keterangan resmi bahwa objek tersebut tidak tercatat 
dalam daftar pelaksanaan lelang eksekusi di KPKNL Sidoarjo. 

 Surat S-4619/ 
KNL.1002/2025 

30/10/2025  V     3          

REG-07/ 
PPID.KN.10.02/

2025 

25 
November 

2025 

Zaibi Susanto, S.H., M.M. dan Johan Irawan, 
S.H. , Para Advokat/Pengacara/ Penasehat 
Hukum pada Kantor Hukum “Zaibi Susanto, SH. 
MM. & Associates”, dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Endang Supriyati 
(Pemohon Informasi) selaku Ahli Waris Alm. 
Suwadji berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 
September 2025 

Kelompok 
orang 

Permintaan informasi identitas Pemenang Lelang, sebagaimana Risalah Lelang Nomor 316/10.02/2025-01 
tanggal 31 Juli 2025. 

 Surat S-4888/ 
KNL.1002/2025 

26/11/2025   V    4          
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No 
Nama 
Kantor 

Nomor 
Register 

Tanggal 
Permin 

taan 
Infor 
masi 

Publik 
Diterima 

Nama Pemohon Permintaan 
Informasi Publik 

Jenis 
Pemohon 

Pokok Permintaan 
Informasi Publik 

Kedudukan 
hukum 

pemohon 

Jalur 
Permohona
n Informasi 

Publik 

Nomor 
Pemberitah
uan Tertulis 

Tanggal 
Pemberitah
uan Tertulis 

Tidak 
Diproses 
Karena 
Tidak 

Melengkapi 
Persyaratan 

Pemberitahuan Tertulis Dasar Penolakan (jika 
Waktu 

Penyelesaian 
Pemberitahua
n Tertulis (hari 

kerja) 

Nomor dan 
Tanggal 

Undangan 
Sidang 

Sengketa di 
Komisi 

Informasi 

Isi 
Sengketa 
Informasi 
di Komisi 
Informasi 

Nomor 
dan 

Tanggal 
Putusan 
Sengketa 
di Komisi 
Informasi 

Hasil 
Putusan 
Sengketa 
di Komisi 
Informasi 

Nomor dan 
Tanggal 

Undangan 
Sidang 

Sengketa di 
PTUN 

Isi 
Sengketa 
Informasi 

PTUN 

Nomor dan 
Tanggal 
Putusan 
Sengketa 

Informasi di 
PTUN 

Hasil Putusan 
Sengketa 

Informasi di 
PTUN 

Keterangan 

Permintaan 
Informasi 

Publik 
diberikan 

seluruhnya 

Permintaan 
Informasi 

Publik 
diberikan 
sebagian 

Permintaan 
Informasi 
Publik 
ditolak 

Termasuk 
Dalam 
Informasi 
Dikecuali 
kan 

Informasi 
tidak 
dikuasai 

4 KPKNL 
Malang 

REG-01/ 
PPID.KN.10.03/

2025 

3 Juni 2024 Andika Wahyu Hermawan Perorangan Permohonan Salinan/Kutipan RL dan Informasi Terkait Malang Surat S-2552/ 
KNL.1003/2025 

4 Juni 2025       V V  1                 

  

REG-02/ 
PPID.KN.10.03/

2025 

29 
Desember 

2025 

Heru Dwi Susanto Perorangan Permohonan Salinan/Kutipan RL dan Informasi Terkait Semarang Surat S-6958/ 
KNL.1003/2025 

29 Desember 
2025 

      V V   1                 

5 
KPKNL 
Jember 

REG-1/ 
PPID.KN.10.04/ 

2025 

30 Oktober 
2025 

Kantor Hukum Emil dan Rekan Badan Hukum 
Indonesia 

Lelang Kuasa Surat     v                            Tidak ditindaklanjuti 
karena permohonan 

tidak lengkap 

6 
KPKNL 
Pamekasan 

REG-01/ 
PPID.KN.10.05/

2025 

24 Juli 
2025 

Arfiyah Perorangan Sebagai debitur BRI yang telah dilaksanakan pelelangan terhadap Barang Jaminan berupa SHM No. 
225 seluas 115m2 terletak di Dusun Jungtoro Laok, Desa Ambunten Timur, Kec. Ambunten Kab. Sumenep, ingin 
mengetahui informasi terkait lelang tersebut terkait nilai lelang dan nama pemenang lelang 

WNI Surat/WA S-911/ 
KNL.1005/2025 

24 Juli 25   V - - - - 1 - - - - - - - - - 

7 
KPKNL 
Madiun N I H I L 

 

 

 
 

 

 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur  

 
 
 
 
 
 
 

Ditandatangani secara elektronik 
Dudung Rudi Hendratna 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman
https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

 
 
Surabaya, 12 Januari 2026

http://penandatangan/
http://penandatangan/

	1. Cover.pdf (p.1)
	2. Isi Laporan PPID Tahunan 2025.pdf (p.2-6)

		2026-01-12T04:42:42+0000




